
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  12  TAHUN 2009 

TENTANG 
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

DI PROVINSI RIAU 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
  
 
Menimbang:   a.  bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Riau pada 

umumnya dan Kabupaten Bengkalis pada 
khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang 
dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, dan pelayanan publik guna 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; 

 
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan  ekonomi, 

potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan 
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, 
pertahanan dan keamanan serta dengan 
meningkatnya beban tugas dan volume kerja di 
bidang pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis, dipandang 
perlu membentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di 
wilayah Provinsi Riau; 

 
c. bahwa pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti 

bertujuan untuk meningkatkan  pelayanan di bidang 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, 
serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan 
potensi daerah; 

 d. bahwa . . . 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau; 
 

Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia                
Tahun 1945; 

 

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

 

3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19    
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4310); 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran . . . 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 

 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4836); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN 
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU. 

BAB I . . . 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

 

3. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 61         
Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, 
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957  
Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1646) yang wilayahnya telah dikurangi dengan 
Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 

 

4. Kabupaten . . . 
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4. Kabupaten Bengkalis adalah kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12         
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), yang wilayahnya 
telah dikurangi dengan Kabupaten Rokan Hilir dan 
Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang       
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 
yang merupakan kabupaten asal Kabupaten 
Kepulauan Meranti. 

 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,  

BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA 
 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

 
Pasal 2 

 
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten 
Kepulauan Meranti di wilayah Provinsi Riau dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

 
 
 
 

Bagian . . . 
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